BAB IV

KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Sengketa Laut Tiongkok Selatan dilatarbelakangi oleh adanya klaim Tiongkok
dengan menggunakan Nine-Dash Line sebagai landasan hukum Tiongkok. Tiongkok
pembangunan pulau dan kegiatan militer di daerah teritorial Filipina yang telah
disahkan menjadi bagian dari wilayah Filipina. Hal ini berdampak pada klaim dari
Filipina dengan tegas menolak keputusan Tiongkok hingga mengajukan gugatan
kepada pengadilan internasional International Court of Justice (ICJ). Puncak
ketegangan konflik ini pada tahun 2010 dengan beberapa gugatan Filipina secara aktif.

Gugatan Filipina tidak menuai hasil karena dari pihak Tiongkok sendiri tidak
menyetujui gugatan klaim yang diajukan. Oleh karena itu, gugatan yang dilontarkan
tetap saja tidak mampu membuat Tiongkok mundur dari klaim di Laut Tiongkok
Selatan. Maka dari hal ini, hubungan kedua negara mengalami kerenggangan kerja
sama salah satunya terkait impor dan ekspor. Di sisi lain, Tiongkok mempunyai
rancangan kerja sama pembangunan ekonomi yang akan menjadi jembatan untuk
mempererat kembali hubungan Tiongkok dengan Filipina menggunakan Belt and
Road Inisiative (BRI).

Namun demikian, melalui penawaran dari Tiongkok pengajuan kerja sama
perekonomian dengan menjalankan BRI. Tawaran tersebut berisikan pembangunan
perekonomian Filipina pada bagian infrastruktur dan pembukaan jalur perdagangan
Maritim di Filipina. Tentu saja tawaran tersebut merupakan prospek jangka panjang

bagi Filipina. Permasalahan konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan Filipina
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adalah menggunakan Issue Linkage sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian
ini. Karena Issue Linkage adalah menghubungkan dua isu yang berbeda yakni
keamanan dengan ekonomi. Keamanan pada kasus ini adalah isu Laut Tiongkok
Selatan dipadukan dengan ekonomi yakni isu Belt and Road Initiative.

Pada Bab 1 telah diuraikan permasalahan konflik Laut Tiongkok Selatan dengan
adanya ketidakkonsistenan dari Tiongkok menjalankan Declaration Of the Conduct
(DOC). Selain itu adanya pengajuan kerja sama pembangunan ekonomi melalui BRI
yang disetujui oleh Filipina. Pada Bab 1 pula dijelaskan mengenai landasan teori yang
digunakan yakni konsep Issue Linkage yang diperkenalkan oleh Ernst B. Haast. Oleh
karena itu, landasan teori tersebut membantu dalam menjawab rumusan masalah
skripsi ini yaitu Bagaimana Upaya Tiongkok dalam meredakan ketegangan konflik
Laut Tiongkok Selatan terhadap Filipina tahun 2013-20182.

Pada Bab Il telah dijelaskan mengenai analisis dari sudut pandang Tiongkok
sebagai Linker (penghubung). Penempatan Tiongkok sebagai penghubung dalam
kasus Laut Tiongkok Selatan memiliki kesempatan untuk menawarkan isu lainnya
dengan kerja sama ekonomi kepada Filipina. Pada Bab Il juga dijelaskan bahwa tujuan
Tiongkok meliputi dua tujuan yaitu keamanan dan ekonomi. Tujuan keamanan
Tiongkok adalah untuk mengamankan kawasan Laut Tiongkok Selatan dari beberapa
ancaman militer luar terutama militer Amerika Serikat yang berada di Filipina. Selain
itu mengamankan ancaman ketegangan dari gangguan Filipina pada kegiatan
Tiongkok di kawasan tersebut. Tujuan ekonomi Tiongkok adalah mengeksplorasi
kekayaan yang terdapat di Laut Tiongkok Selatan, pembangunan pulau Sansha
sebagai transit jalur perdagangan, serta pelaksanaan proyek BRI di Filipina. Oleh

karena itu untuk mendapatkan tujuannya, Tiongkok memberikan tawaran terhadap
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Filipina dengan pembangunan perekonomian di bidang infrastruktur dan pembukaan
jalur Maritim yang keduanya masuk dalam proyek BRI.

Sementara itu di Bab 11l telah dipaparkan mengenai analisis dari sudut pandang
Filipina sebagai linkee. Penempatan Filipina sebagai linkee dikarenakan penerimaan
tawaran kerja sama pengembangan isu lainnya oleh Tiongkok. Posisi Filipina sebagai
linkee cukup vital. Sesuai argumen Haas, Terjalin atau tidaknya suatu hubungan kerja
sama dalam konteks issue linkage tergantung persepsi linkee dalam menerima tawaran
dari linker. Sama halnya Tiongkok, Filipina juga mempunyai Tujuan keamanan dan
ekonomi. Tujuan keamanan keamanan Filipina adalah untuk menetralisasikan
kawasan Filipina dari campur tangan pihak luar.

Keuntungan Filipina yang sejalur dengan tujuan ekonomi Filipina adalah
pembangunan perekonomian di bidang infrastruktur dan pembukaan jalur Maritim.
Yakni adanya kesesuaian dengan Rencana Infrastruktur Filipina dengan rencana
pembangunan Filipina 2017-2022. Pembangunan infrastruktur akan fokus pada sistem
transportasi, sumber daya air, energi, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan
infrastruktur sosial. Prioritas akselerasi infrastruktur telah menjadi jelas dalam alokasi
administrasi Philippine Development Plan (PHP) 847,2 miliar dalam APBN 2017,
yaitu 5,3 persen dari produk domestik bruto Filipina (PDB).

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Haas mengenai Tactical Linkage
memberikan celah keuntungan untuk kedua pihak walaupun keuntungan tersebut tidak
proporsional antara pihak Linker dan pihak Linkee. Hal ini dibuktikan dengan
keuntungan Tiongkok menjadi Linker lebih besar dibandingkan Filipina dengan
Tiongkok meniadakan kerugian yang didapati. Tawaran Tiongkok dengan Isu BRI

mampu mengoptimalkan keuntungan Tiongkok dalam meredakan ketegangan
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hubungan dengan Filipina. Keberhasilan ini dibuktikan dengan dukungan Filipina
terhadap Proyek BRI yang dipandang jauh lebih besar keuntungannya jika Filipina
bergabung dengan Tiongkok terkait kerja sama ini.

Meskipun kedua isu yang dihubungkan tidak inheren, penjelasan Haas mengenai
Pihak yang lebih lemah (Lnkee) akan mengesampingkan kepentingan yang tidak
tercapai dengan menerima kesepakatan bahkan jika beberapa masalah gagal
diselesaikan. Filipina sebagai Linkee tentu saja mempunyai alasan untuk menerima
tawaran tersebut dengan adanya keuntungan yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu,
pada posisi Linkee, Filipina juga mengesampingkan kepentingan yakni dengan tidak
tercapainya tujuan keamanannya. Sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai kerugian

pihak Linkee (Filipina).

Komparasi Issue Linkage Tiongkok dengan Filipina dalam konflik Laut

Tiongkok Selatan

Tiongkok Filipina
Peran Linker: Pihak yang memberi | Linkee: Pihak yang menerima
tawaran tawaran kerja sama
Tujuan Keamanan : Tiongkok | Ekonomi : Filipina menginginkan

mengklaim  wilayah  Laut | terealisasikan  dengan  adanya
Tiongkok  Selatan  dengan | proyek Belt and Road Initiative
mendirikan pulau Sansha dan | (BRI) di Maritime Silk Road
mengamankan jalur | (MSR). Pembangunan infrastruktur
perdagangan yang mana Laut | dengan  penerimaan  investasi
Tiongkok  Selatan sebagai | sebesar US $ 45 miliar.

gerbang utama jalur | Memperbaiki layanan infrastruktur
perdagangan Tiongkok melalui | Filipina.
laut. Keamanan : Filipina

menginginkan Tiongkok menarik
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Ekonomi Tiongkok
mengeksplorasi kekayaan
sumber daya alam yang
terdapat di kawasan Laut

Tiongkok Selatan.

klaimnya di  kawasan Laut
Tiongkok Selatan serta menjadikan
wilayah territorial Filipina netral
dari intervensi Amerika Serikat
bahkan Tiongkok.

Alasan
memberi
tawaran/
alasan
menerima
tawaran
(Linking
the Issues)

Tiongkok memberikan tawaran
kerja sama investasi melalui
Belt and Road Initiative (BRI)
sebagai upaya meredakan
ketegangan  konflik  Laut
Tiongkok Selatan.

Filipina menerima tawaran Kkerja
sama Belt and Road Initiative (BRI)
karena adanya perubahan
kepentingan Filipina dari
pergantian kepemimpinan presiden.
Selain itu Filipina menerima
tawaran yakni karena adanya
refitalisasi perekonomian dengan
investasi  untuk  pembangunan
perekonomian di bidang
infrastruktur.

keuntungan

« Tiongkok mempertahankan
pembangunan pulau Shasa

* Tiongkok juga berhasil dalam
meredakan ketegangan klaim
dari pihak Filipina

* Bergesernya arah kerja sama
dan kedekatan Filipina dari
Amerika Serikat menuju ke
arah Tiongkok

« Tiongkok mengeksplorasi
kawasan  Laut  Tiongkok
Selatan (wilayah Paracel dan
Spartly) tanpa adanya gugatan
klaim dari Filipina

« Kesesuaian dengan Rencana
Infrastruktur Filipina

« Rencana Pembangunan Filipina
2017-2022, pembangunan
infrastruktur akan fokus pada
sistem transportasi, sumber daya
air, energi, teknologi informasi dan
komunikasi (ICT), dan
infrastruktur sosial.

* Prioritas akselerasi infrastruktur
telah menjadi jelas dalam alokasi
administrasi Philippine
Development Plan (PHP) 847,2
miliar dalam APBN 2017, yaitu 5,3
persen dari produk domestik bruto
Filipina (PDB).

kerugian

Tiongkok tidak mendapatkan
kerugian secara  signifikan
karena memberikan tawaran
proyek Belt and Road Initiative
(BRI)

 ketidak jelasan status wilayah
territorial Filipina terkait daerah
Spartly dan Paracel yang diklaim
oleh Tiongkok
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. Filipina tidak mampu
mengembalikan teritorialnya yang
diklaim Tiongkok.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka
penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Adapun
beberapa rekomendasi dari penulis yakni supaya penelitian akan lebih komprehensif.
Sehingga akan memperluas cakupan dari penelitian tersebut. Penelitian selanjutnya
akan sangat menarik jika membahas mengenai kasus Laut Tiongkok Selatan dengan
melibatkan pihak Vietnam ke dalam konflik Filipina dengan Tiongkok. Selain itu,
Perubahan haluan pemerintahan Filipina pada periode Benigno Aquino dengan
Rodrigo Duterte menjadikan alasan kemajuan atau kemunduran Filipina terkait
pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, saran dari penulis untuk penelitian
selanjutnya adalah lebih jelas menerangkan aspek perubahan kepentingan antara
kedua presiden tersebut.

Tulisan ini belum menunjukkan kontribusi ASEAN yang berfungsi memayungi
anggota negaranya dari beberapa konflik luar seperti konflik Laut Tiongkok Selatan.
Sehingga penelitian selanjutnya akan lebih baik jika melibatkan ASEAN sebagai
instansi regional lebih kuat dibandingkan negara. Bukan sebagai instansi yang berdiri
dengan fungsinya yang kosong atau sebagai formalitas saja. Kasus Laut Tiongkok
Selatan masih belum terselesaikan. Terlebih lagi antara Pihak Tiongkok dengan pihak
Amerika Serikat yang sering kali menjadi ketegangan sendiri di kawasan ini. Oleh

karena itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk bisa fokus kepada
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kepentingan Tiongkok dan kepentingan Amerika Serikat yang walaupun bukan

anggota UNCLOS namun banyak keterlibatan dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.
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